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PENETAPAN
Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Tar
Zlak ¢
s |

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 15 April 1988, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Karyawan PT. Amantara, bertempat tinggal di
ALAMAT, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 06 November 1996,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Tar,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2015, Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi
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Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX
tanggal 05 Januari 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat
kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT selama,
hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Nunukan, 16 Agustus 2015,
pendidikan sekarang SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh
Termohon;

b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 18 Januari 2021, saat
ni anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

a. Termohon, memiliki pria idaman lain;

b. Termohon, sering sekali tidak mendengarkan nasihat-nasihat
Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu visi misi
dalam rumah tangga;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi. Termohon
sering meminta cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada tanggal 05 bulan
November tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan
pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat tersebut di
atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun
batin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang
Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Zarkasi
Ahmadi, S.H. M.H.) tanggal 04 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil
mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah
rukun lagi dengan Termohon,selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka
proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu
lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, sesuai laporan Mediator
(M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.) tanggal 04 Januari 2024, ternyata mediasi
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berhasil mencapai  kesepakatan  perdamaian  untuk = mencabut
permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah
rukun lagi dengan Termohon,selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu
maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dengan
memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara
pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang
berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.Tar dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp445000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah );
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Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tarakan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.l., M.H.l. dan Nur
Triyono, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.
Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Ayu Nur Rahmawati, S.H.l., M.H.l. Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.
ttd

Nur Triyono, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP ‘Rp 60.000,00
ATK Perkara :Rp 75.000,00
Panggilan :Rp  300.000,00
Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp  445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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